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< 3 Badasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu tersebut, penulis membahas

mkerangka pemikiran yang merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel yang

%akan qnelltl. Kerangka pemikiran berisi pemetaan kerangka teoritis yang diambil dari

ed

3konsepj)-konsep atau teori-teori atau penelitian terdahulu, berupa skema, uraian singkat, dan

ug

i dalam kerangka pemikiran terdapat hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian merupakan

UEXMH&JED

anggapan sementara yang mengacu pada kerangka pemikiran dan perlu dibuktikan dalam

w_uep

penelitian.

Landasan Teoritis

:Jaquinsyexingakua

1* -Teori Agensi

Teori agensi menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan
yaitu prinsipal dan agen. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu
atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa
a??as nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang
tefbaik bagi prinsipal. Jika prinsipal dan agen memiliki tujuan yang sama maka agen

aKém mendukung dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh prinsipal.
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Jensen & Meckling (1976:5) menjelaskan hubungan keagenan sebagai suatu
koentrak di mana satu orang atau lebih (prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen)
untuk melakukan suatu jasa atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian beberapa

wewenang untuk pengambilan keputusan kepada agen.

Dalam Timothy (2010:3) menjelaskan bahwa prinsip tradisional agensi adalah
untuk mencari tahu keberadaan keselarasan kepentingan antara pemegang saham dan

direktur yang membawa mereka ke sisi yang sama untuk melihat permasalahan pajak.

- Menurut Susanto et al. (2018) Dalam perusahaan, pemegang saham menghendaki
pé’fusahaan yang dimilikinya menghasilkan keuntungan yang sebesar — besarnya.
Sementara manajemen perusahaan, pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham untuk
mengelola operasional perusahaan, menghendaki adanya kompensasi yang besar dari
perusahaan. Kondisi ini menimbulkan adanya perbedaan kepentingan antara pemegang

saham dan manajemen perusahaan yang dikenal dengan teori agensi.

Manajemen sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi
internal dan kelangsungan hidup perusahaan dibandingkan pemilik (pemegang saham).
Dikarenakan tidak seimbangnya tingkat keluasan informasi akan menimbulkan suatu

k(ijndisi yang disebut sebagai kesenjangan informasi.

“ Teori keagenan dapat memengaruhi Tax Avoidance, karena adanya tujuan yang
befbeda antara kedua pihak (pemegang saham dan manajemen). Pihak pemegang saham
(prinsipal) menginginkan laporan keuangan laba yang besar. Sedangkan, pihak
manajemen (agen) menginginkan peningkatan kompensasi melalui laba yang tinggi.
Menampilkan laporan keuangan yang baik dengan target yang sudah disepakati tidaklah

midah. Agen yang belum memenuhi target akan melakukan apapun untuk memenuhi

target tersebut. Salah satu cara meningkatkan laba dalam laporan keuangan adalah
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dengan menekan beban pajak agar laba perusahaan meningkat. Tindakan menekan
beban pajak ini lah yang disebut dengan kegiatan tax avoidance, dan hal tersebut yang

mgmbuat tingkat agresivitas pajak perusahaan menjadi lebih tinggi.

2. sTeori Legitimasi

Teori Legitimasi adalah teori yang fokus pada interaksi perusahaan dengan para
stakeholder. Perusahaan memerlukan legitimasi atau pengakuan dari para stakeholder
agar mampu mempertahankan keberlangsungan perusahaan. Hidayati & Murni (2009)
ményatakan bahwa untuk bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya, perusahaan
mengupayakan sejenis legitimasi atau pengakuan, baik dari investor, kreditor,
kansumen, pemerintah maupun masyarakat sekitar di tempat perusahaan beroperasi.
ng itimasi dari masyarakat dapat diperoleh jika perusahaan melakukan tanggung jawab
sosial.

Selain itu, Lanis & Richardson (2013:81) menjelaskan teori legitimasi yang
mendukung pernyataan bahwa dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya,
perusahaan menyediakan informasi CSR sebagai bagian dari dialog antara perusahaan
dEngan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan CSR akan
mjemengaruhi persepsi masyarakat terhadap suatu perusahaan dan meningkatkan
rejputasi perusahaan. Secara spesifik, kelangsungan hidup suatu perusahaan akan
teréncam jika masyarakat mempersepsikan bahwa perusahaan melanggar kontrak sosial
atau aktivitas CSR yang dilakukan tidak sesuai harapan masyarakat.

Dalam Ardian & Rahardja (2013:3) Teori Legitimasi menyatakan bahwa organisasi
secara bekesinambungan harus memastikan apakah mereka telah beroperasi di dalam
nérma — norma yang dijunjung tinggi masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas
méreka (perusahaan) bisa diterima oleh pihak luar perusahaan. Seringkali keberadaan

atau eksistensi perusahaan bersinggungan langsung dengan masyarakat, jika perusahaan
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ingin diterima oleh masyarakat maka perusahaan harus menyesuaikan diri dengan
narma yang berlaku di dalam masyarakat. Keberadaan atau eksistensi perusahaan akan
tetiwujud ketika keselarasan antara tindakan organisasi dan nilai — nilai dalam
masyarakat berjalan sesuai dengan harapan. Namun, jika tidak terjadi keselarasan maka
algan menimbulkan perbedaan antara tindakan organisasi dengan nilai masyarakat yang

daipat mengancam legitimasi perusahaan.

3. ?,;Teori Stakeholder
ﬁ Menurut Jessica & Toly (2014) Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan
mémiliki tanggung jawab sosial yang mengharuskan mereka untuk mempertimbangkan

képentingan semua pihak yang terkena dampak tindakan mereka.

i Dalam Deegan (2000: 372-373) Teori Stakeholder adalah teori yang digunakan
uﬁwk memberikan penjelasan bagi pengungkapan perusahaan. Itu memiliki dua cabang
yéitu etis atau normatif dan cabang positif. Lebih tepatnya, kita dapat menganggap
isfilah ‘Teori Stakeholder' sebagai istilah umum yang sebenarnya mewakili sejumlah
teori alternatif yang menangani berbagai masalah yang terkait dengan hubungan dengan
para stakeholder, termasuk pertimbangan tentang hak — hak para stakeholder, kekuatan

pira stakeholder atau manajemen stakeholder yang efektif.

o= Dalam diskusi berikutnya, cabang etis akan dipertimbangkan terlebih dahulu,
d?jkuti oleh cabang positif (manajerial), yang secara eksplisit mempertimbangkan
berbagai kelompok (stakeholder) yang ada di masyarakat, dan bagaimana harapan para

stakeholder dapat berdampak pada strategi perusahaan.

= Sedangkan menurut Ardian & Rahardja (2013) Agar perusahaan mampu

bérkembang dan bertahan lama di dalam masyarakat maka perusahaan membutuhkan

dakungan dari para stakeholder-nya. Untuk membuat keputusan dibutuhkan informasi,

= 12



"OWMIg| uizi eduey

undede ynjuaq wejep Ul siny eAJey yninyas neje uelbeqas yeAueqiadwawl uep ueywnunbuaw buede)iq ‘g

‘OyM|g| Jelem buek uebunuaday ueyibniaw yepny uediinbuad q

"yejesew niens ueneluly uep ynidy uesijnuad

‘uedode) ueunsnAuad ‘yerw eAsey uesnnuad ‘uennauad ‘ueyipipuad uebunuaday ynjun eAuey uediynbusd e

:Jaquins ueyingaAuaw uep ueywniueduaw edue) 1ul siny eAJey yninias neje ueibeqgas diynbusw Buedeyiq *|

buepun-buepun 1bunpunig exdig ey

salah satunya adalah informasi yang berhubungan dengan aktivitas tanggung jawab

sosial perusahaan.

4. TJPerpajakan

a.fDefinisi Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat

: - atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang

ﬁ terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

& Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

= keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam Waluyo (2017:3) pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta
aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan. Dalam pembayaran pajak
tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Pajak
dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak
diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari
pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public

investment. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

Sedangkan dalam Mardiasmo (2018:3) pajak adalah iuran dari rakyat kepada
negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara. luran tersebut berupa uang
(bukan barang). Berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau
dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Tanpa jasa timbal
atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam

pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh
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pemerintah. Pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, Yyaitu

@pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

MeH

b.
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Menurut Resmi (2019:3), terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

(1) Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu
sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin
maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah
berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.
Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi
pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis
pajak, seperti Pajak Pengasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB), dan sebagainya.

(2) Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk
mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial
dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang
keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi

pengatur.

(a) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat
terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah

suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut

14
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harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat
tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi

gaya hidup mewah).

Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar
pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi
(membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan

pendapatan.

Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha
terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga

memperbesar devisa negara.

Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri
tertentu, seperti industri semen, industri Kkertas, industri baja, dan
lainnya, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap
industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi

(membahayakan kesehatan).

Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan
peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan

penghitungan pajak.

Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing

agar menanamkan modalnya di Indonesia.

Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:7-8), terdapat beberapa pengelompokkan pajak

yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

15
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(1) Menurut Golongannya

@

(a) Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak

Penghasilan.

(b) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang

lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

(2) Menurut Sifatnya

(a) Pajak Subjektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti

memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

(319 uey My BX1IRWLIOJU URP SIUSIg 3N3ASUL) DX 191 11w eldid deH

(b) Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri

Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas

Ig 3nISu|

Barang Mewah.

(3) Menurut Lembaga Pemungutnya

(a) Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk

membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak

16
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Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea

Materai.

@

(b) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk

membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:

i) Pajak Provinsi

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor.

i) Pajak Kabupaten/Kota

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan

o

(319 uery 3IMmy exirew.Iou] uep siusig INIsul) O 191 1w eadid sey

Asas-Asas Pemungutan Pajak

Dalam Waluyo (2017:13-14), Adam Smith mengemukakan bahwa pemungutan

pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut:

g (1) Equality

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada
orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak

(ability to pay) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.
(2) Certainty

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang pihak otoritas pajak.
Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya

pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.
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(3) Convenience

@

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-
saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sebagai contoh: pada saat Wajib

Pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut pay as you earn.

(4) Economy

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban
pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban

yang ditanggung Wajib Pajak.

Sistem Pemungutan Pajak

Dalam Resmi (2019:10), terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu:

(1) Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan
untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem
ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya
berada ditangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau
tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada aparatur

perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

(2) Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam
menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini,
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inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada
ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu
memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku dan mempunyai
kejujuran yang tinggi serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak,

oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

(a) Menghitung sendiri pajak yang terutang

(b) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang

(c) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang

(d) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang

(e) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak
banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib

Pajak).

(3) With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang
ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak
sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan
pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan,
keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut
pajak, menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan
yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak

tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.
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f.

Resistensi Pajak

@

Pada Pohan (2017:22-23), ada dua bentuk perlawanan pajak yang dilakukan

12 )eH

.oleh warga negara, yaitu:

(1) Perlawanan Pasif

Meliputi hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak yang erat
hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual

dan moral penduduk, serta sistem dan cara pemungutan pajak itu sendiri.

(2) Perlawanan Aktif

Meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada

fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak.

Dalam kaitannya dengan perlawanan aktif, ada beberapa modus yang biasanya

digunakan wajib pajak untuk menghindari pajak, yakni:

(319 uery IMy| exirewIo U] Uep siusig INJIsUL) DY 191 1w ead

(1) Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)

Upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib
pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode
dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan
(grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu

sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

(2) Tax Evasion (Penggelapan atau Penyelundupan Pajak)

Upaya wajib pajak menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara
menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Cara ini tidak aman bagi wajib

pajak, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor
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undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara yang ditempuh berisiko tinggi

dan berpotensi dikenai sanksi pelanggaran hukum/tindak pidana fiskal, atau

@

kriminil. Oleh sebab itu, tax planner yang baik, cara ini tidak direkomendasi

untuk diapplikasikan. Tax evasion adalah kebalikan dari tax avoidance.

(3) Tax Saving (Penghematan Pajak)

Upaya wajib pajak mengelak utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk
tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya, atau
dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya
sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari

pengenaan pajak penghasilan yang besar.

Selain karena adanya kesengajaan untuk mengurangi atau tidak memenuhi

IMY| BXI3BWLIONU| Uep Siusig INISU]) DX 191 ijiw eidid ey

_kewajiban perpajakannya, wajib pajak juga sering lalai dan baru sadar setelah ada

ueny )

‘pemeriksaan fiskus. Kelalaian memenuhi kewajiban pajak yang harus dilakukan

(19

wajib pajak tidak saja terbatas pada kecurangan dan penggelapan dalam segala

bentuknya. Dalam Pohan (2017:26-27), kelalaian wajib pajak juga meliputi:

(1) Ketidaktahuan (ignorance)

Wajib pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya peraturan perpajakan

tersebut.

(2) Kesalahan (error)

Wajib pajak tidak paham undang-undang perpajakan tapi salah dalam

menghitung datanya.
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Kesalahpahaman (misunderstanding)

Wajib pajak salah menafsirkan undang-undang perpajakan.

"(4) Kealpaan (negliance)

Wajib pajak alpa menyimpan buku beserta bukti-buktinya secara lengkap.

Cara-Cara Pengelakan Pajak

Pada Pohan (2017:24-26), ada enam cara pengelakan pajak yang biasa

dipraktikkan, yaitu:

(1)

)

Penggeseran Pajak (tax shifting)

Pemindahan atau pentransferan beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain,
dengan demikian orang atau beban yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak

menanggungnya.

Kapitalisasi (capitalization)

Pengurangan harga objek pajak yang besarnya sama dengan jumlah pajak yang
akan dibayarkan kemudian oleh pembeli. Kapitalisasi ini sering terjadi jika
pembeli harga tetap seperti tanah atau gedung dibebani pajak balik nama. Agar
beban pajak tidak menjadi tanggungan pembeli, maka beban pajak dialihkan
kepada penjual. Dengan demikian, harga beli harta menjadi berkurang.
Kapitalisasi pajak ini dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk penggalihan

pajak ke belakang.

(3) Transformasi (transformation)

Cara pengelakkan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara
menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya. Cara ini biasanya
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dilakukan oleh produsen sehingga kenaikan harga jual tidak menurunkan
pangsa pasar. Supaya keuntungan perusahaan tidak berkurang maka beban
= pajak yang seharusnya dapat ditransfer kepada konsumen, dikompensasikan
dengan meningkatkan efisiensi perusahaan. Pengelakan pajak terjadi dengan
mengubah pajak (transformasi) ke dalam keuntungan yang diperoleh melalui

efisiensi produksi.

(4) Penyelundupan Pajak (tax evasion)

j‘f‘i““‘[i U| ‘A“AA,—AA,“‘

Menunjuk pada rekayasa tax affairs yang berada di luar bingkai ketentuan

perpajakan.
(5) Penghindaran Pajak (tax avoidance)

o Menunjuk pada rekayasa tax affairs yang masih dalam bingkai ketentuan

perpajakan.
j '(6) Pengecualian Pajak (tax exemption)

Pengecualian pengenaan pajak yang diberikan kepada perorangan atau badan

berdasarkan undang-undang pajak.

5.+Agresivitas Pajak
j Dalam Fadli (2016, 1208), tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi
péndapatan kena pajak melalui perencanaan pajak (tax planning) baik secara legal yang
ditakukan dengan penghindaran pajak (tax avoidance) maupun ilegal yang dilakukan
déngan penggelapan pajak (tax evasion) disebut dengan agresivitas pajak perusahaan.
Pgrusahaan menganggap pajak sebagai sebuah tambahan biaya yang dapat mengurangi

kg,mtungan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan diprediksi akan melakukan

tindakan yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan.
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Disimpulkan bahwa agresivitas pajak merupakan bagian dari penghindaran atau

p@gelapan pajak, agresivitas pajak itu sendiri lebih mengarah pada penghindaran

u
pajak (tax avoidance) yang termasuk dalam tindakan legal dalam tindakan untuk

= O
Uo UL o,
@ o @ © S B B A
% gé 2 mengurangi pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Namun terdapat pembeda antara
= g =3 3
T o O o L = A A A L. A A A
5 2 5 2 2 penghindaran pajak (tax avoidance) dan agresivitas pajak yaitu dalam kegiatan
a =D = g w
; o5 o & perencanaan untuk mengurangi pajak terhutang dilakukan dengan lebih agresif.
) 5 5 I g (9]
%E' % % % E, Saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran tax avoidance. Setidaknya terdapat
s.88 ¢ . _
o g % ¢ % dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur tax avoidance yang umumnya
=c6c3 3
2325 ¢& dig_unakan Hanlon & Heitzman (2010) di mana disajikan dalam Tabel 2.1
25238 3
g 2@ 3 Tabel 2.1
E Ca 3
- . Pengukuran Penghindaran Pajak
z 25§
= g- o n
5> 2 ; g\lo Pengukuran Cara Perhitungan
® 2 =
29 ) Worldwide Total income tax expense
=3 21 GAAP ETR , P
5 g o Worldwide Total pre — tax accounting income
~ X o
35 Worldwide current income tax expense
® e 2 Current ETR - ——
g ; Worldwide total pre — tax accounting income
i 2 a Worldwide cash taxes expense
® = =3 Cash ETR - —
= =S Worldwide total pre — tax accounting income
@ nj =
S < ) Long-run Cash Worldwide cash taxes expense
52 a4 . ——
T o - ETR Worldwide total pre — tax accounting income
o " in
‘ g 5 | ETR Differential Statutory ETR - GAAP ETR
?n Error term from the following regression: ETR
ERS DTAX
8 differential x pre-tax book income= a+bx Control+e
v
£5 Pre-tax book income — ((U.S. CTE+Fgn CTE)/U.S. STR)
Total BTD
— (NOLt — NOLt-1))

D uebj imex

9l
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8 | Temporary BTD Deffered tax expense/U.S.STR

) Abnormal total
9 Residual from BTD/TAIt = BTAit+pmi+eit

2 BTD

(Y Unrecognized tax

=10 Disclosed amount post-FIN48

= benefits

Tax shelter Indicator variable for firms accused of engaging in a tax
11

1 activity shelter

~12 | Marginal tax rate Simulated marginal tax rate

:: Rumus yang digunakan untuk mengukur agresivitas pajak yaitu menggunakan
ﬁgtode Current Effective Tax Rate (CETR). CETR digunakan karena diharapkan
dapat mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan,
tat%npa adanya penangguhan pajak dan hanya pajak penghasilan. Rumusnya sebagai

bérikut:

Pajak Kini

Current ETR =
urren Pendapatan Sebelum Pajak

6.%‘Debt to Asset Ratio

o Dalam Kasmir (2018:156), Debt Ratio merupakan rasio utang yang digunakan
urtuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain,
séberaa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang

perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.

Dari hasil pengukuran, apabila rasionya tinggi, artinya pendanaan dengan utang

sémakin banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan

pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utang — utangnya

d@gan aktiva yang dimilikinya. Demikian pula apabila rasionya rendah, semakin kecil
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perusahaan dibiayai dengan utang. Standar pengukuran untuk menilai baik tidaknya

rasip perusahaan, digunakan rasio rata — rata industri yang sejenis.

Rumusan untuk mencari debt ratio dapat digunakan sebagai berikut.

= DAR — Total Debt
| " Total Assets

7. Pengungkapan Corporate Social Responsibility

: Pengungkapan sosial yang diungkapkan perusahaan merupakan informasi yang
si%tnya sukarela. Oleh karena itu, perusahaan memiliki kebebasan untuk
mgngungkapkan informasi yang tidak diharuskan oleh Badan Penyelenggara Pasar
N[%dal (Bappepam). Keragaman dalam pengungkapan disebabkan oleh entitas yang
dikelola oleh manajer yang memiliki filosofis manajerial yang berbeda dan keluasan
dalam kaitannya dengan pengungkapan informasi kepada masyarakat.

| Dalam Lanis & Richardson (2013) menyatakan bahwa pengungkapan CSR
dibandang sebagai sarana yang digunakan oleh menajemen perusahaan dalam
berinteraksi dengan masyarakat yang lebih luas untuk memengaruhi persepsi.
Pengungkapan CSR terdapat dalam laporan tanggung jawab sosial perusahaan, laporan
s;}mber daya manusia, dan laporan kesehatan dan keselamatan kerja.

“* Berdasarkan Global Reporting Initiative (GRI) yang diperoleh dari website

V\wa.qlobalreportinq.orq dengan jumlah yang diisyaratkan oleh GRI meliputi 91 item

p‘éngungkapan yang meliputi 6 aspek yaitu ekonomi, lingkungan, hak asasi manusia,
praktek tenaga kerja dan tenaga kerja yang layak, masyarakat sosial dan tanggung jawab
produk. Namun dalam penelitian ini yang digunakan oleh peneliti adalah item yang
bghubungan dengan deduksi pajak yaitu sejumlah 17 item. Adapun rumus untuk

menghitung CSRI sebagai berikut:

= 26
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X Xyi

ni

CSRIi =

CgRli - Indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan i.

(2]

d

> Xyi : nilai 1 = jika item y diungkapkan; 0 = jika item y tidak diungkapkan.

I —

~ =

E Nz jumlah keseluruhan item pengungkapan

o —

¥ =

O A . .

=8. “Capital Intensity

o 3

c wn

@, § Capital Intensity dapat didefinisikan sebagai perusahaan menginvestasikan modal
C =

§pa§la aset tetap dan persediaan. Dalam penelitian ini capital intensity diproksikan
< @&

g menggunakan rasio intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap adalah seberapa besar
Q -

prﬁporsi aset tetap perusahaan dalam total aset yang dimiliki perusahaan. Rodriguez &

3
Afias (2012) mengatakan bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan
A

Q
U@Jk mengurangi pajaknya akibat dari penyusutan yang muncul dari aset tetap setiap

=
taéﬁmnya. Hal ini karena beban penyusutan aset tetap ini secara langsung akan
=)

mé}wgurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak perusahaan.

Capital intensity menjelaskan seberapa besar perusahaan melakukan investasi pada

a&t. Berdasarkan penelitian Rodriguez & Arias (2012) capital intensity diukur dengan

(o g
r!_l;nggunakan rasio antara aset tetap bersih dibagi total aset, atau dapat dirumuskan

=)
sgbagai berikut:

Aset Tetap Bersih

CAPIN = Total Aset

Pefielitian Terdahulu

newdjuj uep s

Peneliti tentang agresivitas pajak telah banyak dilakukan sebelumnya dengan

nggunakan beberapa variabel yang berbeda dan mengasilkan penelitian yang berbeda

IMX &)
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EN g

juga. Berikut adalah tabel yang berisikan daftar penelitian terdahulu tentang agresivitas

din yeH @

& Tabel 2.2
- 3 "
v = Penelitian Terdahulu
© @
1% Ngna Peneliti Jessica dan Agus Arianto Toly
= 3
2 Tahun Penelitian | 2014
c S
2@
§Vagiabel Penelitian | Independen: Corporate Social Responsibility
& g
a o . .
v 3 Dependen: Agresivitas Pajak
« =)
)
Hasil Penelitian CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak
:7;
Q
A
2,
=
A
2. Nama Peneliti Juniati Gunawan
(9]
e

uep uevuinueduaul edue) 1ul iy eAiey yninyas neye yeibeqas dinnbusw buede)iq |

Tauhun Penelitian

2017

:laquins ueyingakua

Variabel Penelitian
7]

Independen: Corporate Social Responsibility dan Corporate

Governance

Dependen: Agresivitas Pajak

Hasil Penelitian

CSR berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak, semakin

luas pengungkapan CSR maka Agresivitas semakin tinggi.

jewjoju] uep siusig 3nan

3. Nama Peneliti

Irsan Lubis, Suryani, & Firli Anggraeni

319 ueni JIM
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Tahun Penelitian

2018

A
Vé{(abel Penelitian

Independen: Kepemilikan Manajerial dan Kebijakan Utang

o =

] 1 Dependen: Agresivitas Pajak Perusaan

g Y

1 3

4 2 Hasil Penelitian Kebijakan Utang berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas
72 ©

qE = Pajak

2 &

q @ Nama Peneliti Irvan Tiaras dan Henryanto Wijaya

538 2

Ic o

i =Tahun Penelitian | 2015

38 35

i Variabel Penelitian | Independen: Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, Komisaris
3 8

g 3 Independen dan Ukuran Perusahaan

ks =

3 2,

% ; Dependen: Agresivitas Pajak

= 3

o H&"jil Penelitian Leverage tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak
4 =

= =

o——a T . . -

g 5. gama Peneliti Sri Ayem dan Afik Setyadi

d c

3 (o

: Tahun Penelitian 2019

iabel Penelitian

Independen: Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit, dan

Capital Intensity

Dependen: Agresivitas Pajak

Hasil Penelitian

Capital Intensity berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.

31D uery MIM) exijewioju] ue
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B

0

Q&’

£
%,

6. Nama Peneliti | Donny Indradi

I~
Té‘l:gﬁn Penelitian | 2018

e

VaZ"_;'l'iabeI Penelitian | Independen: Likuiditas dan Capital Intensity

Kerangka Pemikiran

e
4 8
1 3
32 = Dependen: Agresivitas Pajak
je @) —
g5 Z
q EH@I Penelitian Capital Intensity tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak
§%
o 2 é
¥ - g
Ul S_ o]
q é 7. 2Nama Peneliti | Agus Taufik Hidayat dan Eta Febrina Fitria
1 g
- éTagun Penelitian | 2018
q )
=/ Variabel Penelitian | Independen: Capital Intensity, Inventory Intensity, Profitabilitas
3 =
9 = dan Leverage
| g,
g ~
§ § Dependen: Agresivitas Pajak
-
§ Hasil Penelitian Capital Intensity berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak
S_
-
% — Leverage berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak
I @
& =
5 €
> -
)
c.
&

%Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga variabel independen yang diduga
=)

ms'niliki pengaruh terhadap indikasi agresivitas pajak, yaitu : Corporate Social
=y

Re;sponsibility (X1), Debt to Asset Ratio (X2), dan Capital Intensity (X3) terhadap

v:g.abel dependen : agresivitas pajak.
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1. Pengaruh pengungkapan CSR Terhadap Agresivitas Pajak

Tanggung Jawab Sosial perusahaan adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan
ur;{uk konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam aspek
ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pengungkapan CSR yang dilaporkan memberikan
deimpak positif pada nama baik dan reputasi perusahaan di masyarakat. Hal ini
disebabkan karena pengungkapan CSR merupakan wujud tanggung jawab perusahaan
terhadap masyarakat dan lingkungan serta untuk memenuhi harapan masyarakat.

< Di lain pihak, tindakan agresivitas pajak pada dasarnya tidak sesuai dengan harapan

mésyarakat dan memiliki dampak negatif terhadap masyarakat karena berpengaruh
tefhadap kemampuan pemerintah dalam menyediakan fasilitas publik (Lanis &
Righardson, 2013:83). Selain itu, tindakan ini merupakan tindakan yang tidak
be:rtanggung jawab karena di satu sisi perusahaan meningkatkan keuntungan tetapi di
siéi lain menyebabkan penurunan pendapatan negara atas pajak. Penelitian sebelumnya
yahg menguji hubungan CSR dan agresivitas pajak telah dilakukan oleh Lanis &
Richardson (2013). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa CSR memengaruhi
tindakan agresivitas pajak secara signifikan. Namun, hasil penelitian itu perlu diuji
kgmbali dengan mengambil sampel perusahaan yang ada di Indonesia. Pengujian ini
pgnting karena indikator pengungkapan CSR pada setiap negara berbeda — beda
berdasarkan dengan kondisi sosial, ekonomi, politik, hukum dan lingkungan yang
d‘i,rhiliki suatu negara. Berdasarkan pemahaman bahwa pengungkapan CSR akan
meémengaruhi tindakan agresivitas pajak.

Dalam Teori Legitimasi, Legitimasi dari masyarakat dapat diperoleh jika
pérusahaan melakukan tanggung jawab sosial dan perusahaan memerlukan legitimasi

aau pengakuan dari para stakeholder agar mampu mempertahankan keberlangsungan

perusahaan. Berdasarkan penelitian Jessica & Toly (2014), CSR tidak berpengaruh
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terhadap agresivitas pajak namun lain halnya penelitian Gunawan (2017)

mieflyimpulkan bahwa CSR berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

2. 7Pengaruh DAR Terhadap Agresivitas Pajak

iPinjaman adalah salah satu kebijakan pendanaan dalam perusahaan. Debt to Asset
Ratio merupakan rasio untuk mengukur jumlah aset yang dibiayai oleh hutang. Jika
perusahaan menggunakan pinjaman, maka akan ada beban bunga yang harus dibayar.
Pada peraturan perpajakan, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan
tefhadap penghasilan kena pajak. Semakin besar hutang maka laba kena pajak akan
menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar sesuai
ketentuan Pasal 6 ayat (1) hurufa UU Nomor 36 tahun 2008. Biaya bunga yang semakin
tiqggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Perusahaan
yang memiliki beban pajak tinggi dapat melakukan penghematan pajak dengan cara
menambah utang perusahaan. Dengan menambah hutang guna memperoleh insentif
pajak yang besar maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut agresif terhadap
pajak.

7Dalam Teori Agensi dijelaskan bahwa semakin tinggi hutang perusahaan, semakin

batk proses penyaluran dana dari kreditur kepada pemegang saham perusahaan.

Perusahaan yang memiliki proporsi hutang lebih besar dalam struktur permodalannya
akén mempunyai biaya agensi yang lebih tinggi. Biaya agensi adalah jumlah dari biaya
yang dikeluarkan prinsipal untuk melakukan pengawasan terhadap agen. Oleh karena
itt; perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi mempunyai kewajiban yang lebih
tinggi untuk memenuhi kebutuhan informasi kreditur jangka panjang. Berdasarkan hasil
p@elitian Lubis et al. (2018), kebijakan utang berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
Sédangkan menurut Tiaras & Wijaya (2015) leverage tidak berpengaruh terhadap

agresivitas pajak.
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3. Pengaruh Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak
@Capital Intensity (intensitas modal) adalah jumlah modal perusahaan yang

u
dijavestasikan pada aset tetap perusahaan dan merupakan salah satu faktor yang dapat

= O
3% &3 =
§ ;é 2 memengaruhi perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak. Menurut Rodriguez &
=852 + 32
532 %é 2 Aras (2012) mengatakan bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan
223 =2 ®
; g% ?D Ej ur;l:uk mengurangi pajaknya akibat dari penyusutan yang muncul dari aset tetap setiap
o > % I g (9]
&2 5% 2 tahunnya.
=g =25 4
Q o Do O «@ —
238 §
% g % ¢ § :.; Pada dasarnya aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya
S Qg 5 2
= Q5 @ 3, . ..
2325 ¢& penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Penyusutan biaya ini yang dapat
LV O 0D x 3
22388 5
2555 3 digurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. Artinya semakin
«“ = o
E 3 o - . . . . . -
2. g g bogar biaya penyusutan akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan
=3 5 = -
m 2o x - .
2 =3 pe?_usahaan. Hal tersebut berdampak signifikan terhadap perusahaan dengan tingkat
= QL g A
® 7 s
: 3 s, . . . . . .
§ o railo intensitas modal yang besar menunjukan tingkat pajak efektif yang rendah, dengan
=S 5
o § ti@kat pajak efektif yang rendah mengindikasikan perusahaan melakukan praktik
=~ X o
< 2 penghindaran pajak. Pendapat ini di perkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh
—_
5 3
2- 2 Ayem & Setyadi (2019) bahwa Capital Intensity berpengaruh terhadap Agresivitas
= 5 =
- <
§ % Fﬁak namun menurut Indradi (2018) Capital Intensity tidak berpengaruh terhadap
c = (o g
w0 5 [ -
S > resivitas Pajak
Ze fgme
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Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Agresivitas Pajak
(Y)

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka secara skematis

d@at kerangka pemikiran sebagai berikut:

kerangka pemikiran tersebut, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:
Hal: CSR berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.
DAR berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.
CAPIN berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.
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gl 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
@ a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
KWIK KIAN GIE penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
SCHOOL OF BUSINESS b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

tanpa izin IBIKKG.



